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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan limpahan hidayahnya sehingga dapat
menyelesaikan laporan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Bandung tahun 2025. Laporan kinerja organisasi ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang
capaian kinerja KPKNL Bandung selama tahun 2025. Laporan Kinerja Organisasi KPKNL Bandung juga
menggambarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi di tahun 2025 serta langkah- langkah
yang telah dilaksanakan di tahun 2025. Tahun 2025 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bandung
sebesar 112.1%.

Laporan kinerja organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) disusun unfuk
memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
dilakukan penyusunan LKj di lingkungan Kemenkeu Tahun 2025, yaitu pada level Kemenkeu-Wide, Unit
Pemilik Kinerja (UPK)-One, UPK-Two dan UPKThree.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Organisasi KPKNL Bandung Tahun 2025, diharapkan dapat
menjadi pedoman penyusunan target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dengan
memperhatikan kekuatan, kelemahan peluang dan tantangan yang ada di Kantor Pelayanan

Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung.

Bandung, 13 Februari 2026
Plt. Kepala Kantor

Andy Pardede
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi KPKNL Bandung

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandung adalah instansi vertikal
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Bandung mempunyai fugas
mengadakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.
Dalam melaksanakan tfugasnya, KPKNL Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, dan pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan

kekayaan negara;

pelaksanaan piutang pengurusan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;

4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi
dalam rangka pengelolaan piutang negara;

5. pelaksanaan pelayanan penilaian;

6. pelaksanaan pelayanan lelang;

7. penyalian informasi di bidang kekayaan . negara, penilaian, dan lelang;

8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan

10. pelaksanaan administrasi KPKNL.
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Struktur Organisasi KPKNL Bandung dapat terlihat dalam bagan di bawah ini

Kepala Kantor

Sub Bagian
Umum

Seksi Seksi Seksi Seksi
Pengelolaan Piutang Hukum dan Kepatuhan
Kekayaan Negara Negara Informasi Internal

Kelompok

Jabatan
Fungsional

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, disebutkan bahwa susunan organisasi KPKNL
terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
Seksi Piutang Negara;
Seksi Hukum dan Informasi;

Seksi Kepatuhan Internal;

A

Kelompok Jabatan Fungsional

B. Sumber Daya Manusia
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Sumber daya manusia di lingkungan KPKNL Bandung per tanggal 31 Desember 2025
berjumlah 42 pegawai dengan komposisi berdasarkan pendidikan, golongan, Jabatan Fungsional,

umum dan gender sebagai berikut:

1. Berdasarkan tingkat Pendidikan 2. Golongan

3. Berdasarkan Jenis Kelamin 4. Berdasarkan Jabatan
Eselon
/a 1v: 5

>

PEREMPUAN;
13

Fungsional
;17

LAKI-

LAKI: 29 Pelasana

o Y%
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C. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang saat ini dimiliki oleh KPKNL Bandung merupakan modal penting dalam

mendukung tercapainya visi dan misi instansi. Adapun sarana dan prasarana yang secara fisik

menunjang pelaksanaan tugas operasional KPKNL Bandung dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian,

yaitu:

1) Penunjang Kegiatan Administratif
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan administratif terdiri dari perangkat komputer, ruang
fungsional, dan ruang penyimpanan berkas. Perangkat komputer yang ada cukup memadai
dan dapat menunjang pengolahan data administratif sehari-hari. Adapun perangkat-
perangkat tersebut tersebar di masing-masing ruang kerja pegawai sesuai dengan beban kerja
serta kebutuhan masing-masing bagian. Gedung representatif, yang saat ini berada dilantai
| dan Lantai I Gedung Keuangan Negara Bandung, dilengkapi dengan Ruang Rapat, Area
Pelayanan Terpadu Bersama, Ruang Konsultasi, Ruang laktasi, mushola famu dan e-Auction
Corner sebanyak 4 ruangan yang digunakan secara optimal dalam memberikan pelayanan
terhadap para stakeholders. Selain itu, sarana berupa gudang dan ruang penyimpanan berkas
juga cukup memadai dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pengolahan data dan
penyimpanan informasi penting yang digunakan dalam dokumentasi kegiatan yang telah

dilaksanakan.

2) Penunjang Kegiatan Operasional
Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional berupa 5 (lima) unit kendaraan dinas

dan perangkat komputer yang digunakan untuk pengolahan data dan penyelesaian produk
hukum yang merupakan output KPKNL Bandung. Secara fisik, sarana dan prasarana fersebut
memadai dan dapat digunakan secara optimal untuk menunjang kegiatan operasional KPKNL
Bandung. Lokasi KPKNL Bandung yang fepat berada di pusat Kota Bandung, secara tidak
langsung mendukung kinerja operasional dan administratif dalam menunjukkan kewibawaan

KPKNL Bandung selaoku Manajer Aset Negara.

D. Wilayah Kerja

Sebagaimana tugas dan fungsinya, KPKNL Bandung selaku unit Eselon Il dibawah Kantor Wilayah

DJKN Jawa Barat memberikan pelayanan bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan
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piutang negara, pelayanan lelang, dan pelayanan penilaian barang milik negara kepada para
stakeholder yang berada di wilayah kerja KPKNL Bandung, yang meliputi :
1. Kota Bandung
Kabupaten Bandung

2
3. Kabupaten Bandung Barat
4. Kota Cimahi

5

Kabupaten Sumedang

Wilagats Siegia
KPKNL BANDUNG

. SUMEDANG

%TA CIMAHI

©
HAB. BANDUNG BARAT %TA BANDUNG

“\KAB. BANDUNG _

E. Peran Strategis

KPKNL Bandung selaku instansi vertikal DJKN memiliki peran strategis sebagai berikut :

1. Pengelolaan Kekayaan Negarag;
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Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dalam mengelola aset
negara telah melalui berbagai fase fransformasi dan perkembangan yang signifikan. Seiring
dengan dinamika lingkungan strategis, kompleksitas pengelolaan aset negara terus meningkat,
baik dari sisi regulasi, tfuntutan akuntabilitas publik, maupun kebutuhan optimalisasi
pemanfaatan aset. Kondisi tersebut menuntut DJKN untuk tidak hanya berfokus pada aspek
administratif dan pengamanan aset, tetapi juga mampu menjawab tfantangan perubahan

yang berlangsung cepat di era modermn.

Sebagai bagian dari Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan dan fanggung jawab
dalam pengelolaan kekayaan negara, DJKN mengemban visi “Menjadi pengelola kekayaan
negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Visi tersebut
menegaskan peran strategis DJKN sebagai asset manager pemerintah yang tidak hanya
menjaga nilai aset, tetapi juga mendorong optimalisasi pemanfaatannya guna memberikan

nilai fambah bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menjawab tantangan dan perkembangan pengelolaan kekayaan negara ke
depan, DJKN felah menetapkan arah kebijakan strategis melalui Keputusan Direktur Jenderal
Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019 tentang Roadmap Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Tahun 2019-2028 (Roadmap to a Distinguished Asset Manager). Melalui roadmap
tersebut, DJKN mereformulasi visi dan menetapkan arah baru pengelolaan kekayaan negara,
yaitu “Menjadi pengelola kekayaan negara yang produktif secara optimal untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat”. Arah baru ini menekankan pentingnya pengelolaan aset negara yang

tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga produktif dan berorientasi pada hasil.

Untuk mewujudkan visi dan arah strategis tersebut, diperlukan sinergi dan komitmen seluruh
komponen organisasi DJKN, baik di tingkat pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Setiap unit kerja dituntut untuk menyusun dan
melaksanakan strategi yang selaras, serta mengarahkan seluruh sumber daya yang dimiliki

secara efektif dan efisien.

Dalam konteks tersebut, pada tahun 2025, Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara KPKNL

Bandung mengarahkan seluruh sumber daya dan pelaksanaan kegiatannya untuk tetap fokus
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pada peran strategis dalam mendukung fterwujudnya DJKN sebagai a Distinguished Asset
Manager. Fokus tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas pengelolaan aset negara,
optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari pengelolaan aset. Dengan
demikian, pengelolaan kekayaan negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana penunjang
operasional pemerintahan, fetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung

keberlanjutan fiskal dan pembangunan nasional.

2. Penildian;

Penilaian pada KPKNL Bandung memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fugas
dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, khususnya dalom penyediaan layanan
penilaian yang berkualitas, objektif, dan akuntabel. Layanan penilaian tersebut meliputi
penilaian Barang Milik Negara (BMN), penilaian aset untuk keperluan pemanfaatan dan
pemindahtanganan, serta penilaian jaminan pivutang negara dalam rangka pelaksanaan
lelang. Peran ini sangat penting sebagai dasar penetapan nilai wajar yang digunakan dalam
pengambilan keputusan pengelolaan kekayaan negara dan penyelesaian piutang negara.
Peran strategis Satuan Kerja Penilaian di KPKNL Bandung juga diwujudkan melalui pelaksanaan
monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap hasil laporan penilaian. Monitoring dan
evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan penilaian telah disusun sesuai dengan
standar penilaian yang berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta prinsip
kehati-hatian. Dengan demikian, hasil penilaian yang dihasilkan dapat
dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Selain itu, pada tahun 2025 KPKNL Bandung terus berperan akfif dalam mendukung
pengelolaan data dan sistem informasi penilaian yang andal dan tferintegrasi. Kegiatan
penilaian BMN, termasuk hasil Revaluasi Aset BMN yang felah dilaksanakan secara nasional,
dimanfaatkan sebagai dasar pemutakhiran nilai aset negara agar mencerminkan kondisi dan
nilai wajar terkini. Peran strategis ini penting untuk meningkatkan kualitas pengelolaan aset
negara, yang meliputi tanah, bangunan gedung, jalan, jembatan, dan aset tetap lainnya, serta
mendukung tfransparansi dan akuntabilifas pengelolaan keuangan negara. Pelaksanaan
kegiatan penilaian pada tahun 2025 dilakukan oleh Kelompok Jabatan Fungsional Penilai

Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
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3. Pengurusan Piutang Negara;
Pengurusan piutang negara mempunyai peran strategis untuk melakukan penagihan dan
pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi  pemerintah baik secara langsung
maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan dan sebab apapun.
Peran ini sangat mendukung peran strategis DJKN sebagai revenue center dari sisi biaya

administrasi pengurusan piutang negara.

4. Pelayanan Lelang;
Lelang mempunyai peran strategis selaku instansi yang memberikan pelayanan lelang yang
berkualitas. Dalam pelayanannya KPKNL Bandung berperan dalam melaksanakan lelang waijib
dan lelang sukarela. Ujung terakhir dari Pelayanan Lelang adalah Revenue Center. Melalui
Lelang diperoleh hasil yang maksimal dari sisi pendapatan negara, sesuai peran strategis seksi
pelayanan lelang yaitu mendapatkan pendapatan negara yang optimal, berupa bea lelang
yang disetor ke kas negara. "Sales mean Auction” pelayanan lelang berfujuan unfuk
menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana cara
jual belilainnya. KPKNL Bandung juga sangat berperan sebagai akselerator agar lelang menjadi
salah satu instrumen dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahwa lelang adalah
pelaksanaan jual beli yang mengunfungkan, sehingga berperan dalam menggerakkan
perekonomian masyarakat baik secara langsung maupun dampak tidak langsung dari sisi "Law

Enforcement".

F. Permasalahan Utama
Beberapa permasalahan utama yang menghambat pencapaian kinerja KPKNL Bandung tahun ini
adalah:
1. Bidang Kekayaan Negara
Dalam pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, masih terdapat sejumlah permasalahan
utama yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi pengelolaan aset negara. Permasalahan
tersebut muncul seiring dengan meningkatnya kompleksitas aset, dinamika regulasi, serta tuntutan

akuntabilitas dan kinerja yang semakin tinggi.

Karakteristik wilayah kerja KPKNL Bandung yang mencakup area dengan nilai ekonomi tinggi,

tingkat urbanisasi yang pesat, serta keberagaman jenis dan sebaran Barang Milik Negara (BMN)
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menghadirkan tantangan tersendiri dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang

produktif dan berorientasi pada nilai tambah.

Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pemanfaatan kekayaan negara,
khususnya Barang Milik Negara (BMN) yang belum dimanfaatkan secara produktif. Masih terdapat
aset negara yang berstatus idle atau belum dimanfaatkan sesuai dengan potensi terbaiknya,
sehingga belum memberikan kontribusi maksimal terhadap penerimaan negara maupun
peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan perencanaan
pemanfaatan, kendala legalitas, serta belum selarasnya kebutuhan pengguna barang dengan

potensi ekonomi aset yang dimiliki.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kualitas data dan informasi kekayaan negara. Ketepatan,
kelengkapan, dan keandalan data aset masin memerlukan penguatan, baik dari sisi pencatatan,
penilaian, maupun pembaruan data secara berkelanjutan. Data yang belum sepenuhnya akurat
dan mutakhir berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam

perencanaan pemanfaatan, penilaian kinerja aset, dan optimalisasi penerimaan negara.

Di samping itu, kompleksitas aspek hukum dan administrasi pengelolaan aset juga menjadi
tantangan tersendiri. Permasalahan status kepemilikan, sengketa, penguasaan oleh pihak ketiga,
serta keterbatasan dokumen legal atas aset negara dapat menghambat proses pengamanan
dan pemanfaatan aset. Kondisi fersebut memerlukan koordinasi linfas instansi yang intensif serta

penyelesaian yang seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit.

Permasalahan lain yang furut memengaruhi kinerja pengelolaan kekayaan negara adalah
keterbatasan sumber daya dalam menghadapi funtutan pengelolaan aset yang semakin
kompleks dan berorientasi pada nilai tambah. Di sisi lain, perubahan kebijakan dan kebutuhan
adaptasi terhadap sistem dan proses bisnis baru juga menuntut peningkatan kapasitas dan

kapabilitas aparatur secara berkelanjutan.

Berbagai permasalahan tersebut menjadi tantangan utama yang perlu dikelola secara sistematis
dan berkelanjutan agar Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara mampu menjalankan peran

strategisnya secara optimal. Penanganan permasalahan ini memerlukan penguatan tata kelola,
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peningkatan sinergi dengan pemangku kepentingan, serta penerapan strategi pengelolaan aset
yang produktif dan berorientasi pada hasil guna mendukung ferwujudnya pengelolaan kekayaan

negara yang profesional, akuntabel, dan berkontribusi nyata bagi kemakmuran rakyat.

2. Bidang Lelang

Pencapaian target tahun 2025 dalam pelaksanaanya sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal

antara lain :

- Tingkat terjualnya objek lelang atau produkfifitas lelang sangat fergantung pada minat dan
daya beli masyarakat;

- Marketabilitas objek lelang (harus menarik, resiko penguasaan objek)

- Kendali suksesnya lelang ada ditangan pemohon lelang dan pasar, sehingga KPKNL sulit
memprediksi fingkat kemungkinan objek lelang laku.

- Sebagian besar lelang merupakan lelang eksekusi pasal é UUHT serta upaya penyelesaian
pinjaman oleh debitur kepada kreditur (pemohon lelang), sehingga lelang lebih berfungsi
sebagai law enforcement dan dikenal dengan banyak permasalahan.

- Banyaknya gugatan perkara terkait lelang yang masin aktif di KPKNL Bandung. Hal ini sangat
berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk membeli objek lelang.

- Situasi perekonomian secara global dan regional secara tidak langsung bidang ekonomi dan
keuangan di dalam negeri. Lelang sebagai salah satu sub sektor keuangan dan bisnis ikut pula
terdampak, dengan menurunnya daya beli. Hal ini makin menghambat KPKNL Bandung

dalam pencapaian target lelang.

3. Bidang Penilaian

Permasalahan utama yang dihadapi pada Bidang Penilaian KPKNL Bandung pada tahun 2025
antara lain masinh adanya tantangan dalam pengelolaan sumber daya Penilai Pemerintah. Jumlah
Penilai Pemerintah secara umum telah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas penilaian,
namun fingginya beban kerja dan kompleksitas penugasan penilaian berpotensi memengaruhi

optimalisasi pelaksanaan kegiatan penilaian, khususnya dalam menjaga ketepatan waktu dan

kualitas hasil penilaian.
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Selain itu, perkembangan jenis dan karakteristik objek penilaian yang semakin beragam, fermasuk
penilaian BMN dengan karakteristik khusus, serta aset yang tferkait dengan kegiatan bisnis,
menuntut adanya penguatan regulasi, pedoman teknis, serta standardisasi penilaian yang
berkelanjutan. Dinamika tersebut memerlukan penyesuaian metodologi dan pendekatan
penilaian agar hasil penilaian tetap andal, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan pengambilan

keputusan dalam pengelolaan kekayaan negara.

Permasalahan lainnya adalah keterbatasan kompetensi dan pengalaman Penilai Pemerintah
dalam menangani jenis penilaian tertentu, khususnya penilaian bisnis dan sumber daya alam.
Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, pengembangan
kompetensi berkelanjutan, serfa peningkatan jam terbang penilai. Di sisi lain, fingginya
permohonan penilaian yang masuk belum sepenuhnya sebanding dengan kapasitas penilai yang
tersedia, sehingga diperlukan pengelolaan prioritas dan perencanaan kegiatan penilaian yang

lebih efektif dan efisien.

4. Bidang Piutang Negara

Seperti dengan bidang yang lain, bidang piutang negara juga mengalami beberapa kendala

yaitu:

1. Keberadaan penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris sulit ditelusuri,
mengingat dokumen pada BKPN tidak mempunyai informasi yang memadai untuk
melakukan penelusuran.

2. Rendahnya kemampuan finansial penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris
untuk melakukan pembayaran kewaijiban.

3. Terdapat BKPN yang bernilai besar namun tidak mempunyai barang jaminan sehingga
tingkat ketertagihannya rendah.

4. Terdapat BKPN yang tidak dilengkapi dengan dokumen perjanjian yang memadai atau
dokumen penyerahan yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan pengurusan piutang
negara, sehingga menyulitkan Juru Sita atau Pemeriksa untuk melakukan eksekusi kepada
penanggung hutang, penjamin hutang, atau ahli waris.

5. Terdapat BKPN yang penyerahannya berasal dari Pemerintah Daerah, berupa channeling

yang disalurkan kepada koperasi atau kelompok masyarakat yang jumlah penanggung
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hutang/penjamin hutangnya lebinh dari 3 orang dan tersebar, sehingga menyulitkan
penagihan karena membutuhkan alokasi SDM, waktu, dan dana yang banyak.

6. Rendahnya nilai ekonomi dari objek barang jaminan, atau objek barang jaminan tidak
marketable.

7. Koordinasi dan permintaan dokumen terkait kondisi barang jominan kepada kantor
pertanahan memerlukan koordinasi yang intens, sehingga hal ini membutuhkan alokasi
waktu yang banyak.

8. Pelaksanaan perbantuan penyitaan aset pengurusan Piutang Negara membutuhkanwaktu,
tenaga dan dana dalam berkoordinasi dan pemasangan tanda pada objek sita yang
cukup signifikan mengingat tidak semua pihak dapat segera menindaklanjuti permintaan

dimaksud.

6. Anggaran
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 memerintahkan efisiensi belanja APBN/APBD 2025
senilai total Rp306,7 friliun untuk dialihkan ke program produktif. Fokus utamanya adalah
memangkas belanja non-prioritas seperti perjalanan dinas, honorarium, dan seremonial, guna
memperkuat layanan publik serfa mendukung perfumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sasaran penghematan Anggaran Pengurangan biaya operasional perkantoran, perjalanan
dinas, rapat/seminar, honorarium tim, dan pengadaan sarana yang tidak mendesak. Pada
Anggaran Perjalanan Dinas di blokir sebesar 50%. Namun pada friwulan Il 2025 Kementerian
Keuangan (Kemenkeu) mulai membuka blokir anggaran Kementerian/Lembaga (K/L) tahun
2025 unftuk mendukung program prioritas pemerintah dan operasional dasar, untuk

mempercepat realisasi belanja negara dan memastikan operasional dasar pemerintahan

tetap berjalan.
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BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan,
sebab tahap awal dalam melakukan akfivitas organisasi seshubungan dengan pencapaian tujuan
organisasi  adalah dengan membuat perencanaan. Berdasarkan Sasaran Strategis yang telah
ditetapkan oleh KPKNL Bandung pada tahun 2025, maka KPKNL Bandung menetapkan indikator
kinerja, sebagai sarana mengukur tercapainya sasaran program/kegiatan 2025. Indikator Kinerja
Utama (IKU) sebagai alat untuk mengukur keberhasilan instansi dalam melaksanakan fugas pokok dan
fungsi atau sesuai mandat yang diemban sehingga setiap langkah yang ditempuh dapat
dipertanggungjawabkan sebagai bentuk tangungjawab kepada masyarakat.

Laporan ini merupakan bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja fahun

berikutnya dalam rangka pencapaian visi DJKN yaitu :

"Mengelola Kekayaan Negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar- besarnya
kemakmuran rakyat”

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung
mempunyai Visi:

"Mengelola Kekayaan Negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat di Lingkungan KPKNL"

Untuk merealisasikan visi tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandung

mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan
Negara;

2. Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;

3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;

4. Mewujudkan nilai kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai
keperluan;

5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;

6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai

instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
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A. Peta Strategi KPKNL Bandung

Peta Strategi
Vist
WW&VmWa?&My«? fesional dan Ak bel dalam rangka dukung visi Kementerian Keuangan: “Menjadi
penggerak melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka
mewujudkan Bers. Ind ia Maju u Indonesia Emas 20457,
1. Pengelolaan kekavaan negara dan lelang vang
proaktif, adaptif, dan tepercava
2. Pengelolaan kekayaan negara li:::\‘:‘;u;:::;:;‘u K mﬂ ';:‘::::‘
dan lelang vang optimal pengguna jasa

-

3 I :

= 1 ’

= : 4. Penerapan tata kelola aset vang ;':rl;:;um‘r&i:\z’;;‘ :
1 efeaid profesional dan pxodhknl 1
S ’

5 Dukungan Manajemen

; 6. Pengelolaan keuangan dan BMN 7. P RAkenn Aan 8. Pengawasan dan pengendalian

= vang akuntabel, serta SDM yang 2 ¥ internal, serta manajemen risiko

[ adaptif komunikasi publik vang efektif vang efektif

Peta strategi tersebut disusun unfuk meneriemahkan visi misi KPKNL Bandung dalam rangka
pencapaian
program. Peta strategi Kemenkeu-Three terdiri dari 4 (empat) prespective yaitu:
1) Stakeholder Prespective
Prespective yang berkaitan dengan stakeholder KPKNL untuk mengetahui kinerja KPKNL Bandung
yang paling utama/pokok. Stakeholder prespective terdiri dari 1 (satu) satu sasaran strategis, yaitu

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.

2) Customer Prespective
Perspektif ini mencakup SS yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer
dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan) merupakan
pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. Customer prespective terdiri
dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal dan

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa .

Halaman 16 dari 41



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGARAN 2025
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KANWIL DJKN JAWA BARAT
KPKNL BANDUNG

3) Internal Business Process Perspective
Serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam organisasi untuk mendukung pemberian layanan
kepada customer dan stakeholder. Internal process perspective terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis,
yaitu Penerapan tata kelola aset yang efektif dan Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang

yang profesional dan produkfif.

4) Learning and growth perspective
Merupakan sumber daya internal KPKNL Bandung yang dimiliki sebagai modal untuk melaksanakan
kegiatan organisasi. Learning and growth perspective terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis , yaitu
Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif , Penanganan hukum
dan komunikasi publik yang efektif , dan Pengawasan dan pengendalian internal, serta

manajemen risiko yang efektif .
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B. Penyusunan Perjanjian Kinerja 2025

Berdasarkan Sasaran Program/Kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPKNL Bandung tahun 2025, KPKNL
Bandung menetapkan indikator kinerja, sebagai sarana mengukur tercapainya sasaran
program/kegiatan 2025. Indikator kinerja ini dituangkan dalam Kontrak Kinerja KPKNL Bandung 2025
sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis, yang diwujudkan menjadi 20 indikator kinerja utama (IKU).

Adapun rincian penjelasan dari masing-masing sasaran strategis fermasuk indikator kinerja utama dan

realisasi serta target 2025 adalah sebagai berikut :

1)

6)

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya.
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:

a) Indeks integritas

b) Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang
Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optfimal

Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:

a) Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

b) Persentase realisasi pokok lelang

c) Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

a) Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi

b) Indeks kepuasan pengguna layanan

Penerapan tata kelola aset yang efektif

Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu

a) Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan

b) Persentase evaluasi kinerja BMN

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produkfif
Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu

a) Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara

b) Tingkat kualitas layanan penilaian

c) Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu
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a) Indeks kualitas kinerja anggaran
b) Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa
c) Persentase pengembangan kompetensi pegawai
7) Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efekfif
Sasaran strategis diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu:
a) Indeks penanganan permasalahan hukum
b) Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)
8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efekfif
Sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu:
a) Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko
b) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

c) Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM

Selanjutnya keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU dapat disajikan dalam tabel perjanjian kinerja

fahun 2025, sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BANDUNG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja
1. [Pengelolaan kekayaan negara dan| 1a-CP Indeks integritas 100
lelang yang proaktif, adaptif, dan
tepercaya
1b-CP Persentase realisasi penerimaan 100%

negara dari pengelolaan kekayaan | (Rp104,8 M)
negara dan lelang

2. | Pengelolaan kekayaan negara dan| 2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan 100%
lelang yang optimal aset negara
2b-CP Persentase realisasi pokok lelang 100%
Rp1,1T)
2¢-CP Persentase realisasi penurunan 100%
nilai saldo piutang negara Rp9,4 M)
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3. | Pelayanan kekayaan negara dan |3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan 74
lelang yang memenuhi komunikasi
kebutuhan pengguna jasa
3b-N  Indeks kepuasan pengguna 77
layanan
4. | Penerapan tata kelola aset yang [ 4a-CP Persentase barang milik negara 100%
efektif berupa tanah yang disertipikatkan
4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN 100%
5. | Pelayanan piutang negara, 5a-CP Persentase realisasi penyelesaian 100%
penilaian, dan lelang yang berkas piutang negara
profesional dan produktif
5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian 70%
5¢-CP  Persentase produktivitas lelang 80%
6. [Pengelolaan keuangan dan BMN | 6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran 100
yang akuntabel, serta SDM yang
adaptif
6b-N  Indeks tata kelola pengadaan 100
barang dan jasa
6c-N  Persentase pengembangan 80%
kompetensi pegawai
7. | Penanganan hukum dan 7a-CP Indeks penanganan permasalahan 100
komunikasi publik yang efektif hukum
7b-N  Indeks pengelolaan layanan 80
informasi publik (PPID)
8. | Pengawasan dan pengendalian | 8a-N  Indeks kualitas manajemen kinerja 80
internal, serta manajemen risiko dan risiko
yang efektif
8b-N  Persentase rekomendasi hasil 95,30%
pengawasan yang ditindaklanjuti
8c-N Indeks capaian unit kerja dalam 100
pembangunan ZI-
WBK/WBBM
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Adapun Rincian Target Capaian Kinerja Kepala KPKNL Bandung tahun 2025 adalah:

SS dan IKU

1 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya
1la-CP Indeks integritas 100 100 100 100 100 100 100

1b-CP [Persentase realisasi penerimaan [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% [ 100%
negara dari pengelolaan
kekayaan negara dan lelang

2 Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal
2a-CP |Tingkat optimalisasi 50% | 60% | 60% | 80% | 80% | 100% | 100%
pengelolaan aset negara
2b-CP |Persentase realisasi pokok 100% [ 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
lelang

2c¢-CP | Persentase realisasi penurunan | 100% [ 100% | 100% | 100% | 100% [ 100% | 100%
nilai saldo piuta